SKRIPSI

GAGASAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAWAS KOMISI
PEMBRANTASAN KORUPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas

OLEH:

HALASSON TRIANTO SITINJAK

1210111013
Pembimbing :
1. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA

2.  Andi Nova, S.H., M.H.

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATANEGARA (PK VI)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2016

No.Reg: 4643/PK VI/1V/2016



Hallason Trianto Sitinjak, 1210111013, Program Kekhususan Hukum Tata Negara (V1),
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 55 halaman, Tahun 2016

ABSTRAK

Korupsi masih mengakar dan membudaya di Indonesia. Jumlah kerugian yang diakibatkan
karena Korupsi sudah tidak terhitung lagi, korupsi bahkan dijadikan budaya pemerintahan,
hal ini semakin mengukuhkan korupsi sebagai budaya oleh pejabat publik baik di tingkat
yudikatif, eksekutif maupun legislatif. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana
korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai intitusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-
badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu
pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang ini
dilakukan secara berhati-hati agar tidak.terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai
instansi tersebut, agar tidak ada tumpang tindih dalam pengaturan kewenangan tersebut maka
digagas pembentukan Lembaga Pengawasan untuk Komisi pemberantasan Korupsi.
Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini merumuskan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana
Eksistensi Lembaga Pengawas di Indonesia? , 2) Bagaimana gagasan terhadap pembentukan
Lembaga Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia? Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu ‘Yuridis Normatif dengan model penelitian deskriptif
normatif terhadap Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi. Hasil Penelitian ini menunjukkan 1) Lembaga pengawas merupakan bagian dari
lembaga negara. Pengawasan dalam menajemen hakikatnya diarahkan untuk menghindari
adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai
organisasi. 2) Pengawasan mempunyai posisi yang kritikal untuk meyakinkan bahwa
pelaksanaan kegiatan organisasi tetap berada dalam jalur yang sesuai untuk pencapaian visi
dan misi organisasi. Secara khusus, dengan pengawasan diharapkan dapat diperoleh masukan
bagi pengambil keputusan untuk menghentikan atau meniadakan serta mencegah terulang
kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, hambatan, dan ketidakadilan.



